BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan penulis, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah tahun 2018-2020 tergolong sedang dan pola hubungannya
termasuk pola hubungan partisipatif, artinya Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dianggap telah cukup mampu untuk melaksanakan urusan
otonomi daerah serta menggali potensi daerah yang dimiliki. Hasil rasio
kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 sebesar 55,5%, pada
tahun 2019 sebesar 55,8%, dan pada tahun 2020 sebesar 53,8%.

Rasio Efektivitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020
tergolong efektif, artinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah efektif
dalam melakukan pengelolaan keuangan yang ditunjukkan dengan
realisasi PAD hampir mencapai target PAD yang telah direncanakan.
Hasil rasio efektivitas pada tahun 2018 sebesar 102,35%, pada tahun
2019 sebesar 99,65%, dan pada tahun 2020 sebesar 95,80%.

Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020
tergolong tidak efisien karena total pengeluaran atau belanja daerah lebih

besar dibandingkan dengan penerimaan atau pendapatan daerah. Hasil
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rasio efisiensi pada tahun 2018 sebesar 99,09%, pada tahun 2019 sebesar
101, 13%, dan pada tahun 2020 sebesar 101,02%.

Rasio Ketergantungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-
2020 tergolong tinggi, artinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat
bergantung dengan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Hasil rasio ketergantungan pada tahun 2018 sebesar 44,40%, pada tahun
2019 sebesar 44,08%, dan pada tahun 2020 sebesar 46,08%.

Rasio Keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020
menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih besar dibandingkan
dengan rasio belanja modal, artinya dana yang digunakan lebih banyak
untuk pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah
dibandingkan pengeluaran untuk melakukan pembangunan daerah. Hasil
rasio belanja operasi pada tahun 2018 sebesar 90,26%, pada tahun 2019
sebesar 88,61%, dan pada tahun 2020 sebesar 85,37%. Hasil rasio
belanja modal pada tahun 2018 sebesar 9,67%, pada tahun 2019 sebesar
11,38%, dan pada tahun 2020 sebesar 5,25%.

Rasio Pertumbuhan PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2018 sebesar 9,28%, pada tahun 2019 sebesar 5,30%, dan pada tahun
2020 sebesar (5,33%). Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 4,22%, pada tahun 2019
sebesar 4,69%, dan pada tahun 2020 sebesar (1,80%). Rasio
Pertumbuhan Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2018 sebesar 7,07%, pada tahun 2019 sebesar 4,15%, dan pada
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tahun 2020 sebesar (0,08%). Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 15,62%, pada

tahun 2019 sebesar 24,85%, dan pada tahun 2020 sebesar (52,52%).

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan penulis berdasarkan

kesimpulan di atas, diantaranya adalah:

1.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempertahankan atau lebih baik
lagi jika meningkatkan kemandiriannya agar lebih mampu melaksanakan
urusan otonomi daerah dengan cara memaksimalkan serta menggali
potensi daerah yang dimiliki.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempertahankan pengelolaan
keuangannya dalam hal realisasi PAD, karena telah tergolong efektif
yang ditunjukkan dengan realisasi PAD sudah hampir mencapai target
yang telah direncanakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengoptimalkan penggunaan
dana yang digunakan untuk pengeluaran agar tidak lebih besar
dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah agar tingkat ketergantungan daerah tidak
tinggi atau terlalu bergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengurangi pengeluaran belanja

operasi yaitu pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas dan lebih
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meningkatkan pengeluaran belanja modal yaitu pengeluaran untuk
pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan sektor pendapatan
yaitu PAD dan total pendapatan serta sektor belanja yaitu belanja operasi
dan belanja modal.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memahami dan
menambah referensi terkait rasio keuangan daerah yang akan digunakan
untuk mengukur kinerja keuangan daerah agar dapat menghasilkan

penelitian yang lebih baik.



